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ABSTRACT
The power to control the state is on the House of the People’s Consultative Assembly, whilc the
power 1o enacl laws and regulations is on the hands of the President by approval of the House of
Representatives. lurthermore, (he power Io control the executive branch is entirely on 1he hands
of the President. In practice, it can be sure that the President has a very big power in lhe
legislation process in Indonesia. There are various kinds of legislation thal are formed based on

the discrelionary power owned by the executive branch, and if these are viewed from their
subject matters, there is still a misunderstanding,

I. PENDAHULUAN

Keberadaan peraturan dalam suat
(rechistaat) merupakan suatu keharusan.

berdasar atas hukum terdapat asas legalitas, yang berarti segala perbuatan,
baik bersifat kenegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan, harus
berdasarkan hukum (peraturan).' Peraturan menjadi Jandasan, alat kontrol,
dan alat untuk meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dengan perkataan lain,
peraturan merupakan alat ukur keabsahan segala peraturan dalam hidup
bernegara (di lingkungan negara). - -

Sebagai negara berdasar atas hukum (menurut Penjelasan Umum
UUD 1945), hal seperti dinyatakan di atas juga diperlukan. Di Indonesia
sendiri telah dibentuk berbagai jenis peraturan, bahkan pembentukan
peraturan tersebut akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan
peraturan (hukum) sesuai dengan perkembangan kehidupan kenegaraan.
Jenis-jenis peraturan dimaksud antara lain undang-undang dasar, ketetapan
MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan
sebagainya. |

Dalam praktik pengaturan, telah muncul Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPRGR) kepada Pemerintah Mengenai Sumber Tertib Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia. Ketetapan
MPRS itu menetapkan tata urutan peraturan perundangan yang terdiri atas:
UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang/perpu, peraturan pemerintah,

keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, instruksi menteri,
dan lain-lain.

U negara berdasar atas hukum
Hal ini karena dalam negara

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

! Padmo Walijono, Membudavakan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Tud-Hill-Co.,
1991, him. 73-74. =
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i an MPRS tersebut telah ditetapkan tertib
x‘\'icskiplln]lllj(;l[?‘llzl pl‘r(;}tcztg;uncu] pula jc‘n'lS—JCIll(lS. peratuggln lain yang
hukumnnya, namlllnis,llnya berupa: surat edaran, instrukst, nota inas, memg,
mengikat umunt, | i(nstansi Pemerintah, dan lain-lain. Jenis-jenis peraturan
berbagai keputusﬁl:(hir tadi kadang-kadang mengalahkan peraturan yan
yang disebut ]tera Ketetapan MPRS di atas. Selain itu, kadan'g-k;'ldang
ditetapkan 72 7 ang kontradiksi dengan peraturan yang lebih tingg;.
muneul p%rat%an”r%mn 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan
Misalnya PP dalam Rangka Penanaman Modal Asing, yang bertentangan
o Dugrﬂ:}nna UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 19¢g
denga Kgfentuan-ketentuan Pokok Pers. " A ool
tentang Ket fakta ini, tampaknya masalah pengaturan masth menjadi polem;k
. Dart 2aMcliha{t hal tersebut, ada persoalan dasar yang perlu mendapat
dones memperjelas pengaturan di Indonesia. Persoalannya sekarang
ggjf:iﬂrggggaimana sistem pengaturan di Indonesia menurut paham UuD
19457

| TUR NEGARA |
t KElgutf\Sj?leAr}:rI:IlEgn%ﬁnyai kekuasaan mengatur. Ke_kuasaan_ mengatur
dimaksude az(ti%lahakekuasaan negara di lzidang pengaturan (regel?ng% 1}‘,2'mg
berarti kekuasaan membentuk peraturan.” Ketika muneul ajaran Trias Pojitiky
yang dikemukakan oleh Montesgieu (yang membagi _kel(lu}z}ls?arﬁ I]]_?galza
mer;_j)adi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan .yudllgatl.f), atau 'Of e ] 0 klr; ‘fog e
(yang juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga: Ieglslaltl ,le sekutif, dan
fede?atif)aj kekuasaan negara di bidang pengaturan bgrada dalam kekuasaan
IenglatlIiv’\.c:ndati demikian, ketika muncul teori Catur P.raja. dart Van
Vollenhoven, yang mengatakan bahwa kekusaan negara: dibagi ke dalam
empat kekuasaan, yaitu: regeling (penga'tqran), bestuur (Pemerintahan dalam
arti  sempit atau ketataprajaan), politie (kegmanan), -dan. reschtsprag]f
(peradilan),” kekuasaan legislatif menjadi bagian dari regeling® Hal int

* Redaksi, “Hicrarkhi Perundang-undangan Masih Menjadi Polemik,” Suara Pembaruan,
22 Desember 1994, - -

> Van Volienhoven,
" W.L.S. Poerwad
hlm, 65.

* Moh. Knsnardi & Bintan R. Saragih, Susunan

(Undang- Indang Dasar 1945, Tnkarta: Gramedi
" Ibid,

" Van Vollenhoven, Op. Cir.
* A Hamid §, Atlamimi,

Kebijakan (Hukum Tat
Indonesiy. 1993, him, 20,

Staatsrecht Overzee, Leiden: Stanfert K@oese,' 1 934, him, 104, :
arminta, Kamus Ununn Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1978,

Penibagian Kekuasaan Menurut Sistem
a,' 1989, hlin, 30-31. - o

“Huknm tentang Peraturan Perund

ang-undangan dan Peraturan
a Pengaturan),”

Pidato Pyrnq Bhakti, Jakarta: Universitas
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klare'n]a pengertian regeling mefiputi regeling di bidang perundang-undangan
(ggl-s f'utlo ataukdlsebpt o"Clgeving, dan regeling di bidang pemerintahan/
i et o S, s Vo Nhinsoen,
dan kekuasaan mengatur bidi;l’gu;;{t:ggtgaan mengatur di bidang legislatif

bPendapat Van Vollenhoven sejalan dengan pemikiran J.J. Rousseau,
yang berpendapat, bahwa fungsi legislatif adalah funesi pembentukan
peraturan negara yang mengikat warga negara dan penduduk secara umum
(dan segl adresatnya) dan secara abstrak (dari segi yang diaturnya) beserta
sanksl pidana dan sanksi pemaksanya. Dari sumber kekuasaan ini, pemerintah
yang berwujud  penguasa mempunyai kekuasaan reglementer untuk

melaksanakan peraturan negara di ata i
, S, dan mengatur berdasarkan funesi
eksekutif '* _ g erdasarkan fung

Menurut Hans Nawiasky, norma hukum negara dapat dikelompokkan
ke da}am empat lﬁelomlg)ok. Keempat kelompok tersebut tersusun secara
hirarkis sebagai berikut:

Staatsfundamentalnorm (pokbk kaedah fundamental negara);'>
Staatsgundgeselz (aturan dasar/pokok negara);
Formell gesetz (aturan formal, undang-undang

formal);
Verordn)ng & Autonome Satzung (peraturan pelaksana dan peraturan
otonom).

N S

Jika melihat cerminannya di Indonesia, maka Staatsfundamentalnorm

disamakan dengan Pancasila, Staatsgrundgesetz disamakan dengan Batang
Tubuh UUD 1945 dan ketetapan MPR, Formell gesetz disamakan dengan
UU/perpu, dan Verordmmg disamakan dengan peraturan yang melaksanakan
UU, dan Autonome Satzung disamakan dengan peraturan yang dibentuk oleh
lembaga/badan-badan otonom.” Dengan melihat empat kelompok norma
dari Hans Nawiasky dan cerminannya di Indonesia, timbul persoalan, apakah
kekuasaan di bidang pengaturan di Indonesia sama seperti yang dikemukakan
oleh Van Vollenhoven dan J.J. Rousseau?

Sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rousseau, kekuasaan mengatur
di bidang legislatif (fungsi legislatif) adalah kekuasaan membentuk peraturan
yang normanya umum-abstrak dan dapat dilekati sanksi pidana dan pemaksa.
Menurut Hans Nawiasky, kekuasaan ini sama dengan kekuasaan membentuk

? Ihid.

“Ibid., him. 21.

"'Hans Nawiasky. Algemeine Rechilehre als Sistem der rechtlichen Grundbegriffe,
Eisiedeln: Benziger, 1948, hlm, 31.

2 Notona goro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta: Pantjuran Tujuh, n.d., him, 26.
YA, Hamid . Attamimi, “Peranun Keputusan Presiden Repmnblik Indonesia dalmm

Penyelengparaan Pemerintahan Negara,” Disertasi, Jakaria: Universitas Indonesia, 1990,
him, 287.
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(V. PENUTUP | | |
Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: sister

engaturan negara mencakup: (1) lembaga/pejabat yang berwenang meng,.
tur, (2) jenis-jenis peraturan yang mengatur, dan (3) materi muatan yang

diatur. .

Di Indonesia, lembaga tertinggl yang mempunyai  kekuasaap
mengatur adalah MPR. Lembaga legislatif c!an lembqga eksekutif mempunyai
kekuasaan mengatur sebagai kekuasaan lanjutan dari kekuasaan MPR. Jenis-
jenis peraturan meliputi: (1) peraturan dasar/pokok negara (Staatsgrund.
gesetz/onstitusi), (2) peraturan perun_dang-undangan (weigeving/legislation)
dan (3) peraturan kebijakan (beleidregels/policy rules). Materi ‘muatan
aturan dasar adalah dalam hz}l-hjcll yang mengatur kerangka dasar
ra/hukum dasar negara (konstitust), maten muatan peraturan perundang-
undangan adalah hal-hal yang mengatur lebih lanjut aturan dasar negara, yang
normanya sudah dapat diberi sanksi pidana/pemaksa; dan materi muatan
peraturan kebijakan adalah hal-hal yang menyangkqt tugas administratif

Sistem pengaturan negara di Indonesia masih mempunyai kelemahan,
terutama menyangkut matery muatan peraturan. Hal ini karena belum
terdapat aturan formal yang menentukan dengan tegas dan jelas batas materi
muatan masing-masing peraturan. Karena itu, untuk menghindari tumpang
tindih dan kontradiksi antarperaturan, maka sebaiknya MPR menetapkan
batasan materi muatan masing-masing peraturan tersebut.

nega
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